
BUPATJ MINAHASA SELATAN 
PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELA.TU 
NOMOR � TAHUN 2019 

TENT AMO 
PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BVPATI MINAHASA SELA1AN, 

Menimbang bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Govemment dan 
pembenan pelayanan publik yang seba1k-ba1knya 
diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan Portal dan 
Sttus Web di Lmglrungan Pemenntah Kabupaten Mmahasa 
Selatan. 

b bahwa untuk tersedianya informasr yang dapat 
d1pertanggungjawabkan perlu adanya aturan untuk 
pengelolaan portal dan situs web di lmgkungan 
Pemenntahan Kabupaten Mtnahasa Selatan, 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmena drmaksud 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat.J 
Tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web dr Lingkungan 
Pemenntah Kahupaten Minahasa Selatan, 

a 

Mengingat I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tcntang 
Pcmbentukan Kabupaten Mmahasa Selatan dan Kata 

Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang-Undang ... 



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi Elektromk (Lembanrn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembanrn 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4843). 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Pubhk (Lembaran Negara Repubhk lndonesta Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038), 
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor 

8234), 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Keterbukaan lnformasi Pubhk (Lembaran Negara Republik 

lndonesra Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran 

Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4846), 
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
drubah beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2.\ Tahun 2014 tentang 
Pemenmahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679), 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ten tang 

Penyelenggaraan Srstem dan Transaket Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5348f; 

9 Peraturan Pemenntah ... 



Menetapkan 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpubhk Indonesia Nomor 5887), 
IO. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 

11. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan tnfcrmasr dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementenan Dalam Negen dan 

Pemenntahan Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157), Peraturan Menten Komunikas1 
dan lnfonnauka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar 

Nama Domam lnstansi Penye\enggara Negara, 
12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa 
Sela tan Tahun 2016 Nomor 6 sen D); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TE1'TANG PENGELOLAAN PORTAL DAN 
SITUS WEB DI LINGKUlfGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA SELA.TAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
I Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan 
2. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mmahasa 

Sela tan 
3 Bupau adalah Bupau Minahasa Sc\atan 
4 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten 

Mmahasa Selatan. 

5.Perangkat Daerah ... 



5 Pcrangkal Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 
DPRD dalam penyclenggaraan urusan Pemenntahan yang 

menjadr kewenangan Daerah. 
6 tnetansr adalah Sadan / Dinas I Kantor dr Lmgkungan 

Pemcnntah Kabupaten Minahasa Selatan 
7 lnfbrrnast adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda- 

tanda yang mengandung m!ai, makna dan pesan. batk data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat drhhat, dl(!engar dan 

drbaca, yang disajlkan dalam berbagai kemasan dan format 
scsua., dengan perkembangan teknologi mforma& dan 

komunikasi secara e\ektromk maupun non elektromk, 

perkembangan teknologi informasi dan komumka& sccara 

elektronik maupun non elektronik 
8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan 

dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk 

bahan mfonnasi pub!ik. 
9. Informasr Publik adalah informasr yang drhasilkan, d1s1mpan. 

drkelola, drkirim dan/atau ditenma oleh Pemermtah Daerah 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pcmenntah Daerah 
sesuai dengan peraturan · perundang-undangan serta 
infonna111 lain yang berkaitan dengan kepenungan pubhk. 

10. Situs Web lnstansi yang setanjutnya di scbut Situs Web 
adalah kumpulan !aman d1 internet yang bensi mfonnasi 
terkan tema tenentu yang dipublikasikan oleh lnstansi. 

11. Portal Web Instansl yang selanjutnya drsebut Portal Web 
adalah kumpulan situs web yang menamp,lkan mformas, dari 

berbagai surnber da\am format yang telah dnemukan 
12 Dcsam Portal Web ada\ah scbuah proses vang berhubungan 

dengan tampilan muka l{nml end) d, Ponal Web 
13 Portal Nasional adalah portal resmi nasronal yang dnetapkan 

sesua., dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 
14 Protoupe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang 

membenkan gambaran dasar tentang Portal Web yang 

dnngmkan. 

15 Narasi Tunggal ... 



IS Nara.s1 Tunggal adalah mformast pubhk berupa pcsan tungga\ 

yang drbuat melalui proses rumusan pesan kunct mengenar 

kebijakan dan program prioritas pcmenntah serta rsu yang 

menjadr kepentingan bersama dengan mempc:rhatikan 

kepc:ntmgan umum, aspirasi pubhk, keterpaduan lintas 

sektoral, konsistensi dan urgensi. 
16. UJl F'ungs1onal adalah proses melakukan Jamman kualitas 

untuk memastikan semua tautan, kcnekat database, fonnulir 

pengreran ch Portal Web berjalan sesues fungsmya, 
17 l:Jt Uaabiutas ada!ah proses me\akukan Jamman kuahtas 

untuk navigaer- bagasmana konten di tamprlkandr Portal web 

eeauei dengan manfaatnya. 
18 UJ1 Error dan Exception adalah proses melakukan jaminan 

kuahtas untuk menangam bagarmana Portal wee 
menginfonnasikan kepada pengguna j1ka sedang mengalami 

masa.lah, 
19. UJi Kompatibilitas adalah proses melakukan jarmnan kualitas 

untuk mehhat Ponal Web digunakan dengan perangkat yang 

berbeda-beda; 
20. UJl Performa adalah proses melakukan jamman kualitas 

keuka Portal web dr akses oleh pcngunJung ,ang banyak, 

21. UJ1 Keamanan lnformasr adalah proses melakukan jamman 
kuahtas portal web terhadap adanya ancaman keamanan 

mfonnas1; 

22. Pe.nyandang Disabilitas F'1s1k adalah seuep orang y=g 

mengalami keterbatasan fisik mencakup tuna netra, tuna 

rungu, dan tuna daksa; 
BAB)[ 

TIJJUAN DAN RUANO LINGKUP 
Pasal 2 

Peraturan sm bertujuan untuk 

• membenkan panduan dalam pengelolaan Po=I Web 

dan/atau Situs Web dt Lmgkungan Pem"rmtah Kabupaten 

Mmahasa Selatan ; 
b rnemfasrhtaai mtegras1 layanan berbasts elektromk; 
c membenkan kemudahan bag1 masyarakat da\am mengakses 

\ayanan publik. 
ea..i, 



Pasal 3 
(I) Pcraturan iru mengatur pengelolaan Portal dan S1tu11 Web 

lnstansr, kecuah portal dan situs web untuk 
a pelayanan pub\Jk; dan/atau 
b kegiatan berska!a nasional dan imemasionet 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pad a evat (1) mehputi: 
a idenutae Nasional: 
b pengelola, 
e konten, 
d upografi; 
e nevrgasr: 
r teknologt; 

g keamanan lnformasi, dan 
h fitur bagi Penyandang Disabilitas F1s1k 

BAB Ill 
IDENTITAS NASIONAL 

Pasal 4 

fl) ldenUtas Nasional dalam pengelolaan portal dan situs web 
Inatansr terdiri atas. 
a bendera negara; 
b Bahasa Indonesia; 
c lambang negara; dan 
d nama domain lnstansi. 

(2) ldenutas Nasional sebagaimana drrnakaud pede ayat (I) sesuai 
dengan ketentuan peraturan per.mdang-undangan 

Pasal 5 
(!) lm1tansi harus memuat ldentnas Nasional sebagaimana 

d,maksud dalam Pasal 4 pada senap Portal dan/atau Situs 

Web yang dikelolanya. 
(2) Selain ldentitas Nasional sebagaimana dtmakaud pada ayat 

( L), seuap Portal Web dan/atau Sttus Web lnatansr dapat 
memuat rdentitas dan/atau logo lnstansi dan/atau layanan 
yang diselenggarakannya. 

Pasal 6 ... 



Pasa\ e 
{I) Bcndera negara dan lambang negara sebagarmana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c di!etakkan pada 
halaman beranda sebelah kiri atas Situs Web dan/atau Portal 

Web lnstansi. 

(2) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagasmena dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (I) huruf b, Portal Web dan/atau Situs 
Web Jnstansi dapat menggunakan bahasa asmg dan/atau 
bahasa daerah. 

(3) Tautan prhhan bahasa se\am Bahasa Indonesia harus 

menggunakan teks 
(4) Penempatan rdentitas dan/atau logo lnstans1 sebagaimana 

drmaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dspesang pada halaman 
beranda sebelah kanan atas Portal Web dan/atau Situs Web 

Instansr 

(5) Ketentuan mcngenai pencmpatan ldcnotas Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (!) tercantum 
dalam Lampsran I yang merupakan bagsan udak terpisahkan 
dan Peraturan ini 

Pasal 7 

(II Domam Pemenntah Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan 
adalah http:/ /www.minselkab go.rd 

(2) lnstan111 dan/ Perangkat Daerah tennasuk Kccamatan dan 
Kelurahan Di !ingkungan Pemenntah Kabupaten Mmahasa 
Sclatan adalah Sub Domain dan Domain yang disebutkan 
pada ayat (1). 

BAB!V 

PENGELOLA 

Pasal 8 

{1) Pengelola Portal Web dan/atau Srtus Web khu!IUII Pemerintah 
Daerah Kabupaten Minahasa Sclatan chatur lcbih lanJut 
dalam Kcputusan Bupan dengan berpedoman pada Pcraturan 

Bupau mi 

(21 Pengelola Portal Web ... 



(2) Pengelola Ponal Web dan/atau Situs Web scbagaimana 
drrnaksud pada ayat (!) adalah Aparatur Sipil Negara yang 

terdm dan: 
a penanggungJawab, 

b pengelola tekms; dan 

c pcngelola kontcn. 

(3) Penanggungjawab sebagatrnana dtmakeud pada ayat (31 huruf 

a, adalah ptmpinan sckrctariat lnstanst. 

(4) Pengelola teknis dan pengelola konten scbagaimana dimakaud 

pada ayat (31 huruf b, dan huruf c, d1laksanakan oleh unit 

kerja atau tim yang ditunjuk o\eh penanggungjawab 

(5) Pengelola konten scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc 

sekurang-kurangnya terdin dari editor dan kontnbutor 

Pasal 9 
Penanggung jawab sebagarrnana dimaksud pada Pasa.l 8 ayat (3] 

huruf a. mernpunyar tugas dan wewenang sebagar benkut: 
a mengkoordinas1kan pengelola teknis dan pcngelo!a konten, 

b. menjamm pengelo!aan Portal Web dan/atau Situs Web eeeuas 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

c. mengambil tmdakan-tindakan yang dtanggap per\u guna 

menjamm kelancaran pengelolaan Portal Web dan/atau Situs 
Web. 

Pase.I 10 

Pengelola teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (31 

huruf b. mempunyai tugas menyelenggarajean srstern elektromk 
terklut Portal Web dan/atau Situs Web Instansr sesuas dengan 

ketentuan peraturan penmdang-undangan. 
Pas.al 1 ! 

(I) Pengelola konten scbagaimana dimaksud dalam Pas.al 8 ayat 

(3) huruf c, mempunyai tugas penge\olaan konten yang 
mehpuu yang tidak terbatas pada aktifitaa terkan dengan: 

a percncanaan; 
b penyediaan. 
c. permlahan. 

d pemutahiran 

e penghapusan, 
f pengo\ahan; dan 

g pendrstrtbusian ... 



g pendistnbusian terhadap konten dengan menJamm 
kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dalam pengelolaan 

Portal Web dan/atau Situs Web ln11tans1 
(2) Dalam pengelo!aan konten Pona! Web dan/atau Situs Web, 

pengelola konten harus memperhatikan sspek-aspek yang 
diatur dalam peraturan perudang-undangan terka.it 

Pasal 12 
Dalam rnelaksanakan tugas sebagatrnana drmaksud dalam Pasal 
11 ayat (l), pengelola konten mem11ik1 wewensng untuk 
a merencanakan konten yang akan drpubhkasrkan dalam Portal 

Web dan/atau Situs Web lnstanat; 
b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau 

Situs Web lnstansi; 
c. memvenfikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau 

Situs Web lnstansi ; 
d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahrran 

konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web lnstansu dan 
e mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web 

dan/atau Situs Web !nstansi. 
Pasal 13 

( 11 Editor sebagaimana dsmakaud pad a pasal 8 ayat (6) memilik1 
tugas untuk: 
a menyetuj ui usulan dan mercncanakan konten yang akan 

dipublikaatkan dalam Portal Web dan/atau Situs Web 
lnstansi ; 

b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten; 
c mengolah dan menyusun konten erap drpubhkasr, 
d mengunggah konten yang sudah disetUJU1 dalam Pon.al Web 

dan/atau Situs Web lnstansi; 
e memutakhirkan dan/atau menghapus konten scsuai 

dengan kebtjakan pengelolaan Ponal web dan/atau Situs 
Web lnstansi; dan 

f melakukan rckapitulasi konten yang dtpubhkaeikan. 

(21 Kontnbutor ... 



(2). Kontributor sebagwmana dimaksud pada pasa\ 8 ayat (6) 

mermhkr tugas untuk: 

a mengusulkan rencana kcrnen yang akan dipubhkaslkan 

dalam Portal Web dan/atau Situs Web lnaianar, 

b meruaga integntas konten dengan udak melanggar hak 

ctpte sesuru dengan ketentuan pcraturan pcrundang- 

undangan; 
c melakukan liputan dan mengumpulkan konten; 

d mengolah dan menyusun konten srap dipublikasr, 
e mengmmkan konten kepada editor sebclum dldrstrtbuetkan 

untuk disetuju1; dan 
( mclakukan rekapitulasi konten yang telah disusun 

BAB V 

KONTEN 

Pasal 14 

(II Portal Web dan/atau Situs Web lnstansi sekurang-kurangnya 
merruhkt konten meliputi. 

a profil lnstansi; 
b Narasr Tunggal terkait dengan kebijakan dan program 

pnontas pcmenntah scsuai arahan Preerden, 

c profil pubhk unggulan pada lnatanst. 
d kebijakan dan produk hukum rnsransr. 

e pclaksanaan program dan kegmtan lembaga lnstansr: 
f layanan aspirasi dan pengaduan, dan 

g kontak pcngelola Situs Web. 

(2) lntegntas konten Narasi Tunggal scbagaimana dsmakeud pada 

ayat {1) huruf b, harus tcl)a,� dcngan tidak melakukan 
modifikas1 terhadap kontcn Narasi Tunggal 

(3) Kontcn Narasi Tunggal sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) 
huruf b diambrl dari Portal Nasional mclalui fasilitas 

pcngumpan bcnta. 
(4) Pengujren terhadap pcnyclenggaraan Portal Web dan/ntau 

Situs Web lnstansi sebagarmana d1maksud pada ayat (l) 
tercantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagsan udak 

terpisahkan dari Peraturan Mcnten tm 

BAB VI... 



BAB VI 
TlPOGRAFI 

Pasa.l 15 

Portal dan/ atau situs Web Jnsumsi harus menggunakan tipe 
huruf yang dapat mtampilkan eeeuar dengan peruntukannya di 

semua perangkat. 

BAB Vil 

NAVlGASI 

Pasal 16 

(l) Portal Web dan/atau Situs Web lnstan!JI harus menggunakan 

navigast (web navigation) yang mengutamakan kemudahan 

begr semua pengguna. 
(2) Untuk meningkatkan kemudahan sebagarmena d,maksud 

pada ayat 111 pengelola Ponal Web dan/atau Situs Web dapat 

menggunakan: 
a Iitur pencarian (search bar1 konten dalam situs, 

b peta situs; dan 
c rsulah umum. 

(3) Pona! Web dan/atau Situs Web tnstener harus menyediakan 
tauten ke Portal Nasional. 

BAB Vlll 

TEKNOLOGJ 

Pasal 17 

(I) Teknologi Portal Web dan/atau Situs Web lnstans1 harus 
memenuh1 ketentuan sebagar berikut- 
a menggunakan teknologt rmrnmat verst 2 0, dan 
b mendukung perangkat bergerak dan desktop: 

{2) Portal Web dan/atau Situs Web lnstansi dapat menggunakan 
teknologi terkini (keterbaharuan) seaua1 dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB IX ... 



BAB IX 

KEAMANAN !NFORMASI 

mempcrhatikan aspek kerahastaan, mtegntas dan 

Pasal 18 

(1) Portal web dan/atau Situs Web lnetanei harus untuk 

ketersedraan informas1. 

(2) Dalarn hal ketenJCCliaan scbaga1mana dimaksud pada ayat (I) 

portal pemerintah harus beroperasi sclama 24 (dua puluh 

empat jam] Jam schari dan 7 (tujuh) han scmmggu 

(3) Pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web harus mengikutJ 
ketentuan pcnyelenggaraan srstem dan tranaaks1 elektronik 

sesua1 dengan ketentuan perenuan perundangan-undangan. 

Paaal 19 

(1) Sadan Pemerintah harua melakukan pengupan terhadap 

pcnyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web scbelum 

beropcrasi. 

(2) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau 
Situs Web sebagarmana dimaksud pada avat (I) mehpuu: 

a UJi fungsional; 
b. Uj1 kegunaan; 
c UJ! error dan excepnon; 
d UJ1 kompatibilitas: dan 
e UJi kmerja. 

(3) PenguJian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau 
Situs Web !nstansi scbagaimana drmaksud pada ayat \2) 

tercantum dalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak 

terp1sahkan dan Peraturan Bupau rru. 

BABX 

FITUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS FIS!K 

Pasal 20 

(II Portal dan atau situs Web tnetener harus menyechakan fitur 
sesuar peruntukannya bagt Penyandang Dssabrlttaa Ftsik 

(2) Frtur scbagaimana dimaksud pada ayat (11 mehpuu 

a.teks kc suara ... 



a. teks ke suara {1ext to voice!; 

b suara ke text (voice 10 text); 

c subt.Jtel video, dan/atau 
d. penntah suara (voice command) 

BAB XI 

PEMANTAUAN DAN EVALUAS! 

Pasal 21 

(II Sekretans Daerah melakukan pemantauan dan evaluasr 

terhadap pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web 

lnstansr 

(21 Pelaksanaan pemantauan dan evaluaei sebagaimana yang 
dtmaksud pada ayat (l) dikoordmasikan dengan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urosan pemenntahan di 

btdang Komunikasi dan lnformatika Daerah 

(3) Pe\aksanaan pemantauan dan evaluaS1 sebagarmana 
dtrnakaud pada ayat (2) dilakukan I (satu) kalr dalam I [satu] 

tahun dan/atau dilaksanakan se .... aktu-waktu apabila 

chperlukan 

(4) Hasd pemantauan dan evaluasi yang drlaporkan kcpada 

Bupat.J sebagaimana dimaksud pada ayat t3) drpublikaeikan 

dan/atau disampaikan kcpada Pcnyelenggara Portal Web 

dan/atau Situs Web !nstansi. 

Pasal 22 

Dalam hal Portal dan Situs Web drbuat dan/ drselenggarakan o!eh 

pihak diluar !nstansi Pcrangkat Daerah yang bersangkutan, maka 
untuk menjaga kegiatan yang melanggar peraturan dan 

pcrundangundangan yang berlaku, drwajtb mclcngkapi 

persyaratan sebagai benkut 
a fotocopy rdenutas pcmilik dan/ penanggung jawab pembuat 

atau penyelcnggarajasa; 
b bukti server hosting I VPN / VPS / Cloud berlokasi di Wilayah 

Negara Rcpublik Indonesia; 
c fotocopy perjanJian kerja clan/ kontrak, fotocopy panduan 

penggunaan / user manual; 
d. menycrahkan soficopy data dan aphkasi Pon.al dan/ situs web. 

Pasal 23 ... 



LAMPIRAN I PERATURAN' BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TANGGAL 
TENTANG : PENGEWLAAN PORTAL DAN SITUS WEB DILINGKUNOAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MJNAHASA SELATAN 

Contoh Desain Situs Web dan/t.tau Web Portal 
Untuk Penemps.tan Jdentlta• Nasional - -- 

§.I - 1- 
• 

-1-1�1-1-1.-1...-· 

B E] .. -- -- __ , ... __ . ..,.. . __ 
- - ---- 

.., --- --· ---· --·--------· --·--· ·--·------···----· ----·-·· 

-- __ _ -- ... 
-1···1- ...... 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

CHRISTlANY EUG NIA PARUNTU 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOMOR ;;- TAHUN 2019 
TANGGAL , 3 :J0."'1",n W(� 
T£NTANG : PENGELOLAAN PORTAL OAl'f SITUS WEB OILINOKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MllfAHASA SELATAN 

Oaftar Penpjlan Ponyelenccaraan Portal Web dan/atau Situ• Web lnatanal 
Dllln&kun111.n Pemerintah Oaetah Kabupaten Minahan Sela.tan 

• koneks1 
database dan 
konsistensi 

• CSS/HTML 
vahdation 

• cookies 

• Tes untuk tambah. cdlt dan 
ha us 

• Iungsionaluas dan 
keamanan coolnes dengan 
mengakt11kan/menonakt1lka 
n di browser; 

• memastikan bahwa coolnes 
telah dienknpst scbclum 
ditulis d1 perangkat 
pengguna; 

• Untuk session yang 
bcrdaaarkan cookies, 
dtlakukan UJI session logm 
dan �tatu!J)Cngguna -j 

• Val1das1 syntax error HTML_, \ 
• memasukan situs bssa d1 

cmwl oleh search engme 
-+--- • MenguJ1 integntas dan error 

data keuka dllakukan edit, 
menghapus dan menambah 
di sebuah database 

• Memastikan semua query 
database d1Jalankan dengan 
bcnar; 

• Memastikan data yang 
diambil bcnar, 

• Memasukan data yang di 
�------L-"ee•e•e•�bcnar, 

Fungsrcnal 

Jenis uii Metode Parameter Sub Parameter 
- 

membcnkan 
\ 

• 
<au= • Tautan mtemal d= 

Pungsionahta!I outgo,ng; 
mputan • Tautan y=s merujuk ko 
kemudl411 halaman lain: 
menganallsa • !mJc email, 

, output yang • o-han 
dmasilkan. - 

• formuhr d; • vahdaer di semua fields I 
semua • eek nilat default 
halaman • Tes mput vang salah ko 

dalam form 



ub Parameter 
Jems I Metode Parameter ' • Kemudahan 
Kegunaan navtgast. dan • Apakah pengguna mudah 

konten, efekufitas menemukan apa yang 
presentaer navigasi dlbutuhkannya dengan 
dan rosk: mudah? 

'""'"" • Apakah struktur navrgaai 
sudah sesuru dengan 

' I haracan -n-�·na? 

I. I 
• Apakah konten sudah kegunaan 

konten sesuai dengan kemgman 
pengguna? 

• Apakah pengguna dapat 
memaham, konten 
tersebut? 

• Apakah pengguna dapat 
dengan mudah menemukan 
konten teraebut? 

• Ap.ikah elemen nav1gasi UI 
• efektifitas terpreah dan konten ? 

dari User • Apakah pengguna dapat 
Interface (UI) meres=n konten? 

' I Sub Parameter Jems Metode Parameter 

Errordan mehpuu • MenguJi interaksi antar 
Eiccephon segeje server brea berjalan 

kesalahan sebagatmana mestinya 
I yang terjadi. 

eeperu 
pengguna 
mengmputkan 
data denga 
format yang 
tJdak sesuar, ,-, 
berhentJ at.au 
system 
crashed - 

• Mengujr apakah ·=, 
bis.a ditangam 
sebagaimana mesunya -+ 

• .Jtka database atau web 
server mengalarru 
gangguan apakah 
sudah terinformasakan 
kepada pengguna 

• Memastikan apakah 
pesan •=' mudah 

' dimeneern 



• Mengujr tranl:lllksi yang 
mengalami inlerupl'lon 
atau lost connecncn 

Jems Metoda Parametc"'- '--- 
' S\Jb Parameter _ 

Kompaubrlltaa mehputi portal dan/ 
atau situs web yang 
dapat digunakan di 
device yang berbeda 

' 

• MengUJI 
interaksr antar 
server b1sa 
berjalan 
seoagaimana 
mestin a. 

• Mengu;i apak.ah 
error b1sa 
duangaru 
schagaimana 
mesunve 

• .hka database 
atau web server 
mengalamr 
gangguan 
apakah sudah 
terinfonnasikan 
kepada 
--n--·na 

• Memastikan 
apakah pcsan 
error mud ah 
d1mengerti 

• Mengujt 
transakar yang 
mengalarm 
interupl'lon atau \ lost connecl'lOn . 

- 



Jen is Metoda Parameter Sub Parameter 

Kinerja untuk mengukur • Web load testing 
seberapa tahan situs : apa yang akan 
web menghadap1 terjadi ketika 
pengunJung dalam jumlah 
jumlah yang banyak pengguna yang 

me\akukan 

I 
akses 
meningkat. 

I 
• Web Stress 

I lesrmg . apa 
yang akan 
terjadt apabila 
situs web telah 
menggunakan 
semua sumber 
dayanya ? .Jrka 
mengalanu 
•=h apakah 

l dapat recove-·? 

BUPATI MlNAHASA SELATAN, 

NIA PARONTO 



Pasa.l 23 

Persyaratan sebagrumana dimaksud pada pasal 22, maka 
drlaksanakan oleh Pengelola Domain dan Sub Domain Pcmermtah 
Dae,ah melalur Perangkat Daerah yang membrdangi urusan 

Knmurukaer dan lnfonnat.Jka di Daerah. 
BAB XII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan mi ber\aku, lnstans1 yang te\ah 

menve!enggara.kan Portal Web dan/atau Situs Web lnstansi 
sebelum berlakunya Peraturan mt, harus menyeeuaiken dengan 
Peraturan mi paling lambat I (satu) tahun tertutung sejak 

peraturan drundangkan. 

Pasal 25 

Agar seuap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan mi dengan penempatannya da!am Bent.a Negara 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. 

Peraturan tm mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Amurang 
2019 

BUPATI MINA.HA.SA SELA.TAN, 

Diundangkan di 
pada tanggal 

Amurang 
2019 
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